
3. Undang-UndangNomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambaban Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Nomor 5052);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negar-a
Repuhlik Indonesia Nomor 1820);

Menimbang : a. bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas
Keuangan Republik Indonesia Nemer
3.b/LHP/XIX.BJM/OS/2022· terdapat beberapa kekeliruan
pengaturan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016
tentang Perhitungan Retribusi Menara Telekomunikasi yang
perlu diperbaiki;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito
Kuala tentang Perubahan Atas ~Peraturan Bupati Barite
Kuala Nomoi 11 Tahun 2016 tentang Perhitungan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BUPATI BARITO KUALA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANATASPERATURANBUPATIBARITOKUALA
NOMOR11 TAHUN2016 TENTANGPERHITUNGANRETRIBUSI

PENGENDALIANMENARATELEKOMUNlKASI

TENTANG

PERATURANBUPATIBARITOKUALA
NOMOR84 TAHUN2022

BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Menetapkan : PERATURANBUPATI BARITO KUALA TENTANG PERUBAHAN
ATASPERATURANBUPATIBARITOKUALANOMOR11 TAHUN
2016, TENTANGPERHITUNGANRETRIBUSIPENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNlKASI ELEKTRONIK

MEMUTUSKAN:

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barite Kuala N6m6r 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor34).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia .Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161);

L

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4593);

e. Uadang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6398);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5049);



NOMOR84

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 13 Juni 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barite
Kuala.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal2

Menghapus ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Bupati
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi.

Ada ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2016
tentang Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Elektronik diubah sebagai berikut :

Pasal 1

- --_-------------


